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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

dalam menekan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten 

Timor Tengah Utara  sudah dapat dikatakan aktif karena dari beberapa 

penyelesaian kasus yang ditangani oleh P2TP2A sudah adanya pembagian kerja 

dengan masing-masing tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam undang-

undang sehingga setiap bidang yang didistribusikan untuk pemulihan perempuan 

dan anak di Kabupaten Timor Tengah Utara telah sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat. Dalam menekan angka kekerasan terhadap 

perempuan dan anak upaya atau strategi yang dilakukan adalah melaksanakan 

sosialisasi, koordinasi antar bidang, kerja sama dengan semua pihak baik pihak 

pemerintah maupun mitra pemerintah. Selain itu Dinas Pemeberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPA) melakukan pendampingan dengan 

korban seperti pendampingan medis kesehatan sampai pada reintegrasi atau 

pemulangan korban, memberikan bantuan ekonomi terhadap korban. Peran dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak juga melakukan pemilahan 

kasus atas laporan-laporan yang diterima alasanya untuk mengetahui kasus 

tersebut diproses secara hukum ataukah dapat diselesaikan melalui mediasi 

dibawah pendampingan dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 

Namun dalam proses penyelesaian terkadang mengalami berbagai hambatan 
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sehingga kasusnya tidak dapat diselesaikan.  

Peran partisipatif dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat dengan target yang ingin divapai 

diantaranya adalaah: pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara formal dan 

informal dengan target setiap tahun 2-3 kali sosialisasi dengan sasaran yang dituju 

Aparat Desa, Ibu-Ibu PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat untuk 

menyampaikan upaya perlindungan perempuan dan anak. Namun yang menjadi 

salah satu hambatan dalam melakukan sosialisasi adalah keterbatasan anggaran 

sehingga tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah 

utara dalam setiap tahunya.  

Peran pasif yang dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Timor Tengah Utara berpedoman pada Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam penyelesaian kasus-kasus yang 

dilaporkan di dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 

Sedangkan sumbangan anggota kelompok, karyawan, atau pejabat dapat dilihat 

dengan adanya kasus-kasus yang dilaporkan kepada dinas melalui paralegal yang 

ada disetiap desa. Paralegal tersebut dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat kepada masyarakat tentang keberadaan P2TP2A agar melaporkan 

kasus yang dialami oleh perempuan dana anak agar mendaptkan perlindungan 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindaklanjut yang dilakukan oleh P2TP2A 

adalah memilah kasus yang dilaporkan sehingga kasus tersebut apakah dapat 

diselesaikan melalui jalur litigasi  ataukah non litigasi. Namun yang seringkali 

terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara dalah apabila diselesaikan melalui jalur 
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litigasi terkadang kasus tersebut tidak dapat diselesaikan karena kurangnya bukti 

yang kuat dan saksi tidak ingin memberikan keterangan sehingga kasus tersebut 

tidak dapat diselesaikan secara proses hukum. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dilapangan, menunjukkan bahwa masih kurangnya 

informasi kepada masyarakat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak terkhususnya di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kondisi ini yang kemudian menjadi kendala 

bagi Perempuan dan anak ketika mendapatkan tindakan kekerasan tidak dapat 

mengetahui kemana mereka harus melaporkan dan juga terdapat intervensi dari 

pelaku terhadap korban dengan mengancam apabila hendak melaporkan masalah 

yang dialami. Oleh kerena itu perlu dilakukan sosialisasi dan informasi secara 

terus menerus baik secara formal maupun informal dari Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak tentang undang – undang Perlindungan Perempuan dan 

Anak serta dapat mengoptimalkan tugas Paralegal di desa agar masyarakat tidak 

takut melapor ketika mendapatkan tindakan kekerasan baik itu kerasan dalam 

rumah tangga, kekerasan seksual anak dan lain sebagainya yang melanggar  

undang – undang Perlindungan Perempuan dan Anak. selain itu perlu adanya 

perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak agar dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dapat meminimalisir segala keterbatasan seperti keterbatasan anggaran, 

keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sebagainya. 
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